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Lampiran 1. PEDOMAN PROSEDUR WAWANCARA DAN KUESIONER
A. Pengantar Wawancara dan Kuesioner
1. Memberi salam dan mengucapkan terimakasih kepada responden karena telah bersedia meluangkan waktu yang ada dan memberikasn informasi.
2. Memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan asal institusi (universitas).
3. Menginformasikan bahwa wawancara dan kuesioner berlangsung singkat kurang lebih 15 menit.
4. Menjelaskan tujuan wawancara dan kuesioner.
B. Tujuan Wawancara dan Kuesioner
Tujuan adanya wawancara dan pengumpulan data melalui kuesioner sebagai data penelitian skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Brebes”.
C. Prosedur Wawancara dan kuesioner
1. Meminta ijin kepada responden untuk melakukan wawancara dan pengambilan data melalui keusioner.
2. Meminta responden untuk memberikan pendapatnya baik positif maupun negatif.
3. Menjelaskan bahwa wawancara direkam dengan menggunakan recorder.
4. Menjelaskan bahwa hasil wawancara dan kuesioner hanya untuk penelitian.
D. Kesimpulan dan Penutup Wawancara dan Kuesioner
1. Pewawancara membuat rangkuman hasil wawancara dan mengolah data.
2. Menanyakan kepada responden apakah masih ada yang ingin disampaikan untuk ditambahkan.
3. Mengucapkan salam dan terimakasih kepada responden atas informasi yang diberikan dan meminta maaf jika ada kesalahan.

Lampiran 2.
Daftar Pertanyaan Wawancara Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Brebes.
1. Menurut bapak/ibu/saudara/i bagaimana peranan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah daerah selama ini?
2. Kendala apa saja yang bapak/ibu/saudara/i ketahui selama proses pemberdayaan yang dilaukan pemerintah daerah?
3. Menurut bapak/ibu/saudara/i apa solusi yang diperlukan untuk bahan evaluasi proses pemberdayaan dari pemerintah daerah?
4. Menurut bapak/ibu/saudara/i kebijakan UU No 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan sudah cukup untuk mengatur keberadaan LSM?
5. Menurut bapak/ibu/saudara/i apakah pemerintah telah memberikan program penguatan kapasitas kelembagaan terhadap Lembaga swadaya masyarakat?
6. Jika iya, Bentuk apa saja yang dilakukan pemerintah daerah terkait penguatan kapasitas kelembagaan?
7. Menurut bapak/ibu/saudara/i apakah pemerintah daerah sudah memberikan peningkatan kualitas SDM dari LSM?
8. Jika iya, bentuk apa saja yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM tersebut?


Lampiran 3.
Daftar Pertanyaan wawancara Pemerintah Daerah Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Brebes.
1. Menurut bapak/ibu/saudara/i Apa yang menjadi kendala kesbangpol dalam proses pemberdayaan LSM?
2. Bentuk pemberdayaan apa saja yang dilakukan kesbangpol terhadap LSM di kabupaten brebes?
3. Menurut bapak/ibu/saudara/i bagaimana kondisi LSM di kabupaten Brebes?
4. Menurut bapak/ibu/saudara/i bagaimana kualitas LSM yang ada di kabupaten Brebes?


Lampiran 4.
Daftar Pertanyaan Kuesioner Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Brebes.
Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Brebes.
Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat
Pemerintah sangat membutuhkan informasi terkait peranan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kepuasan pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat di kabupaten Brebes. Survei ini menanyakan pendapat mengenai pengalaman dalam proses pemberdayaan oleh pemerintah daerah kabupaten Brebes. 
PERTANYAAN SENGAJA DIRANCANG SESEDERHANA MUNGKIN, untuk tidak mengambil waktu Bapak/Ibu/Saudara yang sangat berharga. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara akan sangat membantu keberhasilan survei ini sebagai dasar penyusunan penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan embaga Swadaya Msyarakat di Kabupaten Brebes”.
Jawaban hanya dipergunakan untuk kepentingan survei.
Atas perhatian dan partisipasinya, disampaikan terimakasih.

 PERHATIAN 1. 
1. Tujuan survei ini adalah untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai proses pemberdayaan LSM oleh Pemerintah Daerah.
2. Nilai yang diberikan oleh responden diharapkan sebagai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Hasil survei iniakan digunakan untuk bahan penyusunan indeks kepuasan masyarakat terhadap proses Pemberdayaan yang sangat bermanfaat bagi pemerintah, LSM maupun masyarakat.
4. Keterangan nilai yang diberikan bersifat terbuka dan tidak dirahasiakan.
5. Survei ini tidak ada hubungannya dengan pajak ataupun politik.
6. Keterangan :
S		= Setuju
TS		= Tidak Setuju
M 		= Mengetahui
TM 	= Tidak Mengetahui
C 		= Cukup
TC 	= Tidak Cukup
I. Data Responden Nama Responden :
a. Nama 			:
b. Nama LSM 		:
c. Jenis Kelamin 		:
d. Jabatan di lembaga 	:
e. Tanggal Pengisian 	: 






II. Pendapat Responden
	Berilah tanda ceklist () dibawah ini yang menurut anda sesuai.
	Variabel
	Dimensi
	Indikator
	Ket

	Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan Lembaga Swadaya Msyarakat menurut Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2016



	Fasilitas Kebijakan
	Apakah anda mengetahui Undang-undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menjadi landasan hukum Lembaga Swadaya Masyarakat?
	M
	
	

	
	
	
	TM
	
	

	
	
	Fasilitas kebijakan berupa UU No. 17 Tahun 2013 sudah cukup untuk menjadi landasan hukum bagi LSM.
	C
	
	

	
	
	
	TC
	
	

	
	Penguatan Kapasitas Kelembagaan
	Pemerintah daerah telah memberikan program ppenguatan Kapsitas Kelembagaan terhadap LSM di Kabupaten Brebes.
	S
	
	

	
	
	
	TS
	
	

	
	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
	Pemerintah daerah memberikan pengetahuan terkait kapasitas, sikap, potensi serta keterampilan yang dimiliki oleh LSM anda.
	S
	
	

	
	
	
	TS
	
	

	
	
	Pembinaan oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan Kualitas Individu.
	S
	
	

	
	
	
	TS
	
	






